
 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR  4  TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI KELURAHAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan Dana 
Transparansi penggunaan dana kelurahan, pada 

Pembangunan Sarana dan sarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  perlu 

dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di 
Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
di Kelurahan 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

SALINAN 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 124); 

 

 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 



Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 139); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

 

 

 

12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2020; 

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan 
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 

2019; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI 

KELURAHAN 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan 

Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Pasal 5, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

Dana pendamping kelurahan digunakan untuk mendanai pelaksanaan : 



a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung 

pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 90% 
(sembilan puluh perseratus) dari pagu dana kelurahan Tahun Anggaran 2020;dan 

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan 

mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari pagu dana 
kelurahan Tahun Anggaran 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Ditetapkandi Polewali 
pada tanggal, 9 Maret  2020 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

         



    ttd 

 
ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 10  Maret  2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  

             
   ttd 

 
BEBAS MANGGAZALI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR  4 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
    Polewali, 10 Maret  2020 

 


